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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

limpahan rahmat dan InayahNya, sehingga Tim pemeriksa Pengadilan Tinggi 

Agama DKI Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat melaksanakan 

tugas yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 

dengan baik sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam kami sampaikan 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW.  

Laporan ini merupakan hasil pemeriksaan (audit) yang dilaksanakan 

berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor                                               

W9-A/1113/KP.002/6/2020, tanggal 19 Juni 2020, Tentang Penugasan Tim 

Pemeriksa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pemeriksaan seharusnya 

dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat  pada hari Kamis  dan Jum’at, 

tanggal 25 s/d 26 Juni 2020. 

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi 

Agama DKI Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh kami 

tim yang ditunjuk. 

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih;  

 

Jakarta, 26 Juni 2020 

Ketua Tim Pengawasan 
 

                 ttd 

Drs. H.  Muri,  S.H., M.M. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung RI; 

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 

Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; 

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016 

Tentang Prosedure Mediasi di  Pengadilan; 

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 

Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dan Badan Peradilan Di Bawahnya; 

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya; 

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penangan Pengaduan (Whistle Blowing System) di 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya; 

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2017 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan; 

10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 

Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan tata Kerja Serta 

Pejabat Kepaniteraan; 
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11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 

Tentang Pemungutan Biaya Perkara; 

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Penangan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan; 

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II 

(Edisi Revisi tahun 2013) Tentang Pola Pembinaan dan Pengedalian 

Administrasi; 

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di 

Lingkungan Lembaga Peradilan; 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 

23 Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang berada di bawahnya; 

16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya Pasal 

10 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2); 

17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, 

Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik; 

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan; 

19. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II 

(Edisi Revisi tahun 2014); 

20. Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan; 

21. Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/2018, Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2018; 
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22. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 

Nomor 424/DJA/HM.00/II/2019, tanggal 11 Februari 2019, tentang 

Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara 

Elektronik Pada Pengadilan Agama; 

23. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor: W9-

A/1113/KP.002/6/2020, tanggal 19 Juni 2020, Tentang Penugasan Hakim 

Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

DKI  Jakarta;    

B. Ruang Lingkup  Pengawasan. 

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik 

2. Bidang Administrasi Perkara 

3. Bidang Administrasi Persidangan 

4. Bidang Administrasi Umum 

a. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan 

c. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan  

C. Maksud Dan Tujuan Pengawasan. 

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan 

benar; 

2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik; 

3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi 

Persidangan;  

4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, 

kepegawaian dan perpustakaan); 

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan 

barang milik negara (BMN); 

D. Metodologi Pengawasan. 

1. Memeriksa dokumen; 

2. Melakukan wawancara; 

3. Melakukan konfirmasi; 
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4. Melakukan observasi; 

5. Melakukan pemeriksaan lapangan seperti opname dan cek fisik 

dilingunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat; 

E. Waktu Pelaksanaan Pengawasan 

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI 

Jakarta, Nomor W9-A/1113/KP.002/6/2020, Tanggal 19 Juni 2020,, 

pengawasan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilaksanakan selama 2 

(dua) hari, terhitung mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 Juni 

2020 oleh Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, data 

selengkapnya sebagai berikut: 

1  Nama  : Drs. H. Muri, S.H.,M.M. 
 NIP  : 19560131 198403 1 001 
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (IV/e)  
 Jabatan/Tugas : Hakim Utama (Ketua Tim)  
 Unit Kerja  : Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  

 
2  Nama  : Sulhan, S.H.,M.Hum. 
 NIP  : 19600608 198703 1 007 
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (IV/e)  
 Jabatan/Tugas : Hakim Utama (Anggota)  
 Unit Kerja  : Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  

 
3 Nama  : Timur Abimanyu, SH.,M.H. 
 NIP  : 19600802 198703 1001 
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/b)  
 Jabatan/Tugas : Panitera Pengganti (Sekretaris)  
 Unit Kerja  : Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
    
4. Nama  : Drs. H. Rafiuddin, M.H. 
 NIP  : 19620801 198303 1 003 
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/b) 
 Jabatan/Tugas : Panitera Pengganti (anggota) 

 Unit Kerja  : Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
 

5  Nama  : Hj. Halwan Nazah,S.E.,S.H.,M.M. 
 NIP  : 19651122 198603 2 001 
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)  
 Jabatan/Tugas : Panitera Pengganti (anggota)  
 Unit Kerja  : Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
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BAB II  
HASAIL TEMUAN PEMERIKSAAN  

 
Sebagimana di sebutkan pada bagian yang tersebut diatas bahwa uang 

lingkup pemeriksaan di lakukan oleh Tim yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama DKI jakarta , terdiri dari Manajemen Peradilan dan Pelayanan 

Publik, Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara dan Administrasi Umum, 

maka laporan yang sampaikan pada bagian ini di susun berdasarkan ruang 

lingkup pemeriksaan tersebut. 

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan seperti tersebut terasa belum 

dapat  mencakup semua lingkup Tupoksi yang ada pada Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat, namun karena Surat Keputusan Tugas Pemeriksaan pada 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah di tetapkan pula bidang-bidang yang 

menjadi tugas masing-masing pemeriksa, sehingga pemeriksa melaksanakan 

sesuai kesepakatan Tim yakni Drs. H. Muri, S.H.,M.M di bidang Manajemen 

Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Sulhan, S.H.,M.Hum di bidang 

Administrasi Persidangan, Timur Abimanyu, SH.,M.H di bidang Administrasi 

Perkara, Drs. H. Rafiuddin, M.H dan Hj. Halwan Nazah,S.E.,S.H.,M.M. di bidang 

Administrasi Umum. 

Bentuk penyajian laporan hasil pemeriksaan di sampaikan dengan 

menampilkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa yang 

menjadi tugas pengawasannya. 

Selanjutnya di sampaikan hasil pemeriksaan sesuai dengan ruang 

lingkup pemeriksaan sebagai berikut: 

A BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

1. Kondisi: 
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat Nomor: W.9-A1/1994/Kp.03/6/2020 tanggal 11 Mei 2020 
tentang penunjukan Hakim Pengawasn Bidang pada Pengadilan 
Agama Jakarta Pusat Hakim Pengawas Bidang sudah 
melaksanakan pengawasan secara periodik bulan Januari sampai 
periode bulan Maret 2020 dan hasil pengawasan tersebut telah 
dilaporkan/diserahkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan 
kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku 
koordinator pengawasan dan oleh Wakil Ketua sudah dilaporkan 
kepada Ketua akan tetapi belum ditembuskan kepada Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta; 

Kriteria : 

Buku IV, tentang tatalaksana Pengawasan Peradilan; 
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Sebab : 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku koordinator 
pengawasan belum mengirim LHP PA JP kepada Ketua PTA DKI 
Jakarta; 

Akibat : 

Informasi dan temuan dari Hawasbid tidak dapat segera diketahui 
oleh PTA DKI Jakarta  sebagai kawal depan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia; 

Rekomendasi: 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam membuat 
LHP hendaknya ditembuskan kepada PTA DKI Jakarta  dalam 
rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan  

2. Kondisi: 
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang sebagaimana 
tersebut diatas, ternyata program kerja pengawasan belum dibuat; 

Kriteria: 

Buku IV tentang Tatalaksana Pengawasan Peradilan dan Surat 
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1988; 

Sebab : 

Belum adanya  koordinasi antara Hawasbid dengan Wakil Ketua 
selaku koordinator pengawasan untuk menyusun program kerja 
pengawasan pada tahun yang bersangkutan;  

Akibat : 

Pelaksanaan pengawasan berjalan tanpa berpedoman pada 
program kerja;  

Rekomendasi: 

Seharusnya Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku 
koordinator pengawasan hendaknya menyusun program kerja 
pengawasan minimal untuk tahun berjalan; 

3. Kondisi: 
Pembuatan laporan hasil pengawasan (LHP) oleh Hawasbid belum 
mengacu kepada ketentuan dari Bawas Mahkamah Agung 
Republik Indonesia yaitu dengan sistim yang memuat kondisi, 
kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi; 

Kriteria: 

Model pelaporan Hawasbid hendaknya mengacu kepada sistim 
yang ditgunakan oleh Bawas Mahkamah Agung Republik 
Indonesia; 

Sebab: 

Belum tersosialisasinya sistim laporan dengan format laporan hasil 
pengawasan dari Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia; 
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Akibat: 

Tidak ada keseragaman format dalam laporan hasil pengawasan; 

Rekomendasi 

Format LHP Hawasbid hendaknya dibuat sesuai dengan format dari 
Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

4. Kondisi: 
Eksaminasi putusan sudah dilakukan tetapi dalam bentuk temuan 
masalah yang bersifat temporer (kasuistik); 

Kriteria: 

Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 
1967 tentang eksaminasi laporan bulanan dan daftar banding dan 
SEMA Nomor I tahun 1967; 

Sebab: 

Eksaminasi belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam 
Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 
1967 dan SEMA Nomor I tahun 1967; 

Akibat: 

Kemungkinan terjadinya kekeliruan dan kesalahan yang ditemukan 
dalam suatu putusan/ berkas bisa terulang pada putusan atau 
berkas lain yang beda Majelis Hakimnya; 

Rekomendasi: 

Ketua bisa berbagi tugas dengan Wakil Ketua untuk melakukan 
eksaminasi dan hasilnya di ekpose kepada para pejabat terkait dan 
dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta; 

5. Kondisi: 
a. Buku Rancangan Rencana Kerja Strategis Tahun 2020  sampai 

dengan Tahun 2024, Kata Pengantar, Rencana Kinerja 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2021 dan Surat 
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W.9-
A1/459/OT.03/1/2020 tanggal 2 Januari 2020; 

b. Program Kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2020 
pada halaman 21 tanpa tanggal; 

c. Recana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 
2020, tanpa tanggal; 

d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 
W.9-A1/460/OT.01.03/1/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang 
Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat tanpa tanggal; 

e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang 
terkumpul di file pada kumpulan SK Tahun 2020; 

f.  Undangan rapat dinas yang terkumpul di file Notulen; 

Keseluruhan dokumen mulai dari point a sampai dengan point f 
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tersebut diatas sudah ditandatangani Ketua/pejabat tetapi belum 
dibubuhi stempel dinas; 

Kriteria: 

Surat Keputusan Menpan Nomor KEP.135/M-PAN/2004 dan 
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013; 

Sebab: 

Petugas atau Pejabat terkait kurang cermat; 

Akibat: 

Dokumen-dokumen sebagaimana tersebut diatas belum sempurna; 

Rekomendasi: 

Segala bentuk dokumen kedinasan hendaknya selain 
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenangn juga dilengkapi 
dengan stempel dinas; 

6. Kondisi: 
Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dimana dalam pernyataan 
Perjanjian Kinerja tersebut belum dicantumkan tanggal (hanya 
tercantum bulan dan tahun saja) yaitu.....Janurai 2020; 

Kriteria: 

Berdasarkan Surat Keputusan Menpan Nomor KEP.135/M-
PAN/2004 dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 
20 Tahun 2013; 

Sebab: 

Petugas terkait kurang cermat dan teliti; 

Akibat: 

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Jakarta Pusat 
belum sempurna; 

Rekomendasi: 

Segala bentuk dokumen outhentik yang berkaitan dengan akta 
perjanjian hendaknya ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak 
pertama dan pihak kedua) kemudian dibubuhi stempel dinas, begitu 
pula dicantumkan tanggal, bulan dan tahun pada akta perjanjian 
tersebut dibuat; 

7. Kondisi: 
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahunan yaitu pada Tahun 2020 
sudah dibuat akan tetapi untuk SKP harian belum dibuat; 

Kriteria: 
Peraturan BKN Nomor I Tahun 2013 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 

Sebab: 
Terkesan Pegawai Negeri Sipil belum memahami arti pentingnya 
SKP harian; 
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Akibat: 
Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) belum dapat 
dijalankan sebagaimana mestinya; 

Rekomendasi: 
Seharusnya semua Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat wajib membuat SKP harian sebagai dasar penilaian 
DP3 secara obyektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan karena tidak ada data yang dijadikan dasar penilaian; 

B.   BIDANG ANMINISTRASI PERKARA  

Prosedur Penerimaan Perkara  
     1.  Kondisi: 

- Bagi para pihak yang belum membuat surat gugatan dapat 
dibantu oleh Posbakum; 

-  Buku Register perkara sudah menggunakan sistem elektronik; 

     Kriteria: 

- Buku II tentang Pedoman Pelaksaan Tugas dan Adminstrasi 
Peradilan; 

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor   
KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

     Sebab: 

     Para pihak yang berperkara sudah sesuai dengan Nomor urut 
antrian; 

     Akibat: 

Para pihak yang berperkara merasa nyaman atas pelayanan 
PTSP; 

     Rekomendasi: 

Akan tetapi Buku II Revisi Tahun 2014 belum mengakomodir 
sistem elektronik  (PTSP dan SIPP) dan harus segera ditindak 
lanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin. 

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor   
KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 

      2. Kondisi: 

- Masih terdapat  lengkapan pada berkas perkara pada CD yang 
hanya memuat putusan saja, sedangkan kelengkapan lain 
seperti memori /kontra memori tidak termuar dalam CD; 

     Kriteria : 

- Buku II tentang Pedoman Pelaksaan Tugas dan Adminstrasi 
Peradilan; 



Laporan Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Pusat - 2020 12 

 

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor   
KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

     Sebab : 

     Panitera Pengganti kurang cermat; 

     Akibat : 

Akan memperlambat proses berperkara bagi para pihak; 

     Rekomendasi: 

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin. 

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor   
KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 

      3. Kondisi: 

- Terhadap Perkara 1350/Pdt.G/2019/PA JB, yang semula BAS 
tidak ditanda tangani oleh Panitera Pengganti, sudah ditindak 
lanjuti dengan melaksanakan DDTK dan pembinaan dan telah 
diupayakan dengan dicek kembali secara berurutan; 

- Terhadap Perkara 1336/Pdt.G/2019/PA JB, mengenai relas 
panggilan tidak ada sah coret/conteng; 

- Terhadap Perkara 1464/Pdt.G/2019/PA JB, mengenai relas 
panggilan terdapat kekurangan 3 hari kerja; 

- Terhadap Perkara 1327/Pdt.G/2019/PA JB, mengenai bukti 
tertulis penggugat yang tidak diparaf oleh Majelis Hakim; 

- Terhadap Perkara 1359/Pdt.G/2019/PA JB dan Perkara 
1398/Pdt.G/2019/PA JB, mengenai ada Tanggal Penetapan 
Hari Sidang sama dengan Tanggal  Penetapan Majelis Hakim; 

     Kriteria : 

- Buku II tentang Pedoman Pelaksaan Tugas dan Adminstrasi 
Peradilan; 

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor   
KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

Sebab : 

      Sudah ditindak lanjuti dengan DDTK dan Pembinaan terkait 
permasalahan tersebut diatas; 

     Akibat : 

Proses berperkara dan persidangan sudah sesuai dengan Buku II dan 
Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor   
KMA/032/SK/IV/2007; 

     Rekomendasi: 

Pejabat terkait dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 
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harus lebih berhati-hati dan meningkatkan ketelitian terhadap 
setiap penangan perkara pada Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat; 

4.  Laporan Perkara Yang dimohonkan Kasasi (L1-PA3) 

     Kondisi: 

- Register (R1-PA3) 

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

- Laporan Bulanan Pengadilan Agama Jakarta Pusat bulan Juni 
2020 hanya ada 3 perkara Kasasi; 

- Nomor Perkara 1254/Pdt.G/2019/PA JP; 

- Nomor Perkara 1092/Pdt.G/2019/PA JP; 

- Nomor Perkara 731/Pdt.G/2019/PA JP; 

Kriteria: 

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin. 

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor   
KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 

Sebab: 

Perkara Kasasi yang baru masuk dan didaftarkan pada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat; 

Akibat: 

Belum dapat dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia 
untuk penangan perkara pada Tingkat Kasasi; 

Rekomendasi: 

Perlu pemantaun secara berkesinambungan terhadap perkara 
yang yang dimohonkan Kasasi; 

5.    Laporan Perkara Yang dimohonkan Peninjauan Kembali(L1-PA4) 

       Kondisi: 

- Register (R1-PA4) 

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

- Laporan Bulanan Pengadilan Agama Jakarta Pusat bulan Juni 
2020 hanya ada 1 perkara Peninjuan Kembali; 

- Nomor Perkara 0478/Pdt.G/2016/PA JP; 

Kriteria: 

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin. 

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor   
KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 

Sebab: 

Perkara Peninjuan Kembali yang baru masuk dan didaftarkan 
pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, harena adanya bukti baru 
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dari pihak pemohon Peninjuan Kembali; 

Akibat: 

Belum dapat dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia 
untuk penangan perkara pada Peninjuan Kembali; 

Rekomendasi: 

Perlu pemantaun secara berkesinambungan terhadap perkara 
yang yang dimohonkan Peninjuan Kembali; 

6.    Laporan Perkara Ekonomi Syariah 

       Kondisi: 

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

- Laporan Bulanan Pengadilan Agama Jakarta Pusat bulan Juni 
2020 hanya ada 1 perkara Ekonomi Syariah; 

- Nomor Perkara 610/Pdt.G/2020/PA JP; 

Kriteria: 

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin. 

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor   
KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 

Sebab: 

Perkara Ekonomi Syariah yang baru masuk dan didaftarkan pada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ; 

Akibat: 

Klasifikasi Gugatan Akad Murabahah, masih harus menghipun 
kelengakapan berkas perkara; 

Rekomendasi: 

Perlu pemantaun secara khusus dan berkesinambungan terhadap 
perkara Ekonomi Syariah;  

  

C BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN  
1.  OBRIK NOMOR 534/Pdt.G/2020/PA.JP.  

Kondisi. 
Posita point 2 tertulis ..... Kecamatan Koja, Kota Jakarta Pusat; 

Kriteria. 
Posita point 2 tersebut di tulis..... Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara; 
Sebab. 
Majelis kurang cermat dalam membaca surat permohonan; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan kondisi riel yang sebenarnya;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai kondisi riel yang 
sebenarnya; 
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2.    Kondisi. 
Surat Penunjukkan Panitera  tertanggal 4 Juni 2020 pada tugas 
pertama Panitera tertulis ....... serta membuat berita acara persidangan; 

Kriteria. 
Dalam tugas pertama  tersebut ditulis.......... serta membuat berita 
acara sidang; 

Sebab. 
Panitera kurang cermat dalam membuat surat penunjukkan Panitera; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan petunjuk buku II semula 
Berita Acara Persidangan (BAP) dan sekarang diganti dengan Berita 
Acara Sidang (BAS);  
Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan buku II; 

3.  Kondisi. 

Relas panggilan tertanggal 12 Juni 2020 untuk sidang hari Rabu 
tanggal 17 Juni 2020; 

Kriteria. 
Jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan harus mentaati 
perintah Ketua Majelis yang tercantumn dalam PHS, perintah Ketua 
majelis dalam PHS pemanggilan harus dilaksanakan sekurang-
kurangnya 3 hari kerja; 

Sebab. 
Jurusita pengganti kurang cermat dalam melaksanakan perintah Ketua 
Majelis dalam melaksanakan pemanggilan; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada sehingga pemanggilan tidak patut;  

Rekomendasi. 
Supaya jurusita pengganti dalam melaksanakan tugas pemanggilan 
sesuai perintah Ketua Majelis; 

4.     Kondisi. 
Berita Acara Sidang tanggal 24 Juni 2020 Majelis tidak memberi 
kesempatan kepada saksi untuk bertanya kepada saksi; 

Kriteria. 
Majelis semestinya memberi kesempatan kepada Pemohon untuk 
bertanya kepada saksi, dan Pemohon bertanya kepada saksi atau tidak 
harus tergambar dalam BAS; 

Sebab. 
Majelis kurang cermat dalam memerika saksi; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada (vide, Pasal 150 HIR);  

Rekomendasi. 



Laporan Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Pusat - 2020 16 

 

Supaya Majelis dalam memeriksa saksi memperhatikan hak-hak 
Pemohon; 

5.     Kondisi. 
Putusan halaman 2 point tertulis ...........Kecamatan Koja, Kota Jakarfta 
Pusat; 

Kriteria. 
Seharusnya tertulis.... Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara; 

Sebab. 
Majelis dan Panitera Pengganti  kurang cermat dalam menyusun dan 
membuat putusan; 

Akibat. 
Dalam putusan terdapat kesalahan yang harus dihindari dan tidak boleh 
terjadi;  

Rekomendasi. 
Supaya Majelis lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dan  membuat 
putusan; 

6.     OBRIK NOMOR 299/Pdt.G/2020/PA.JP. 

Kondisi. 
Surat Penunjukkan Panitera  tertanggal 19 Pebruari 2020 pada tugas 
pertama Panitera tertulis ....... serta membuat berita acara persidangan; 

Kriteria. 
Dalam tugas pertama  tersebut ditulis.......... serta membuat berita acara 
sidang; 

Sebab. 
Panitera kurang cermat dalam membuat surat penunjukkan Panitera; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan petunjukka buku II semula 
Berita Acara Persidangan (BAP) dan sekarang diganti dengan Berita 
Acara Sidang (BAS);  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan buku II; 

7.     Kondisi. 
Relas panggilan untuk sidang tanggal 23 Juni 2020  berbentuk email; 

Kriteria. 
Relas panggilan tersebut mestinya berbentuk asli yang diminutasi; 
Sebab. 
Asli relas panggilan dari Pengadilan Agama Tasikmalaya belum datang; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada; 
 
Rekomendasi. 
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Supaya Pengadilan Agama Jakarta Pusat meminta kepada Pengadilan 
Agama Tasikmalaya untuk segera mengirimkan asli relas panggilan 
tersebut; 

8.  Kondisi. 
Putusan halaman 7 alinea terakhir tertulis ......... Majelis Hakim telah 
mengupayakan  perdamaian disetiap  persidangan ...; 

Kriteria. 
Dalam BAS tanggal 14 April 2020 dan tanggal 5 Mei 2020 tidak 
tercangtum adanya perdamaian; 

Sebab. 
Majelis kurang cermat dalam membuat dan menyusun putusan; 

Akibat. 
Putusan tidak sesuai dengan BAS yang seharusnya putusan mengacu 
pada BAS;  

Rekomendasi. 
Supaya Majelis Hakim lebih cermat dan teliti dalam menyusun putusan; 

8.     OBRIK  NOMOR 498/Pdt.G/2020/PA.JP. 

Kondisi. 
Surat Penunjukkan Panitera  tertanggal 5 Mei 2020 pada tugas 
pertama Panitera tertulis ....... serta membuat berita acara persidangan; 

Kriteria. 
Dalam tugas pertama  tersebut ditulis.......... serta membuat berita 
acara sidang; 

Sebab. 
Panitera kurang cermat dalam membuat surat penunjukkan Panitera; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan petunjukka buku II semula 
Berita Acara Persidangan (BAP) dan sekarang diganti dengan Berita 
Acara Sidang (BAS);  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan buku II; 

9.      Kondisi. 
Relas panggilan tertanggal 02 Juni 2020 dan tertanggal 18 Juni 2020 
berbentuk foto copy/email; 

Kriteria. 
Dalam berkas bundel seharusnya berbentuk  asli relas panggilan; 

Sebab. 
Asli relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara belum 
datang; 
 
 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  
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Rekomendasi. 
Supaya Pengadilan Agama Jakarta Pusat meminta Pengadilan Agama 
Jakarta Utara untuk segera mengirimkan asli relas panggilan dimaksud; 

10.  Kondisi. 
Relas panggilan tertanggal 18 Juni 2020 untuk sidang hari Selasa 
tanggal 23 Juni 2020; 

Kriteria. 
Relas panggilan harus dilaksanakan sesuai dengan PHS (3 hari 
sidang); 

Sebab. 
Jurusita pengganti kurang cermat dalam melaksanakan tugas 
pemanggilan karena tidak sesuai dengan PHS; 

   Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada karena panggilan tidak patut;  

Rekomendasi. 
Supaya JSP dalam melaksanakan tugas pemanggilan memperhatikan 
perintah Ketua Majelis sesuai dengan PH; 

11.  Kondisi. 
Setelah Majelis bertanya kepada saksi lalu saksi diperintahkan keluar 
ruang sidang tanpa memberi kesempatan kepada Pnggugat bertanya 
kepada saksi; 

Kriteria. 
Seharusnya setalah Majelis bertanya kepada saksi, lalu memberi 
kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi (vide, 
Passal 150 HIR); 

Sebab. 
Majelis kurang cermat dalam memeriksa saksi; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  

Rekomendasi. 
Supaya Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk 
bertanya kepada saksi, baik kesempatan tersebut digunakan ataupun 
tidak, dan harus tergambar dalam BAS; 

12.  Kondisi. 
Putusan halaman 8 alinea kedua tertulis ..... sesuai dengan ketentuan 
Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975, sedangkan dalam PHS dinyatakan 3 
hari kerja; 

Kriteria. 
Seharusnya pasal yang digunakan sebagai dasar pemanggilan sesuai 
dengan dasar PHS agar tidak dualisme pemahaman; 
Sebab. 
Majelis kurang cermat dalam membuat dan menyusun putusan; 

Akibat. 
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Dasar hukum pemanggilan dalam PHS dengan putusan berbeda 
sehingga berakibat penerapan hukum acara tidak sesuai dengan 
kenetuan, dimana PHS berdasar Pasal 122 HIR, sedangkan putusan 
berdasar Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975;  

Rekomendasi. 
Supaya Majelis konsisten dalam menggunakan dasar hukum 
pemanggilan; 

13. OBRIK NOMOR 286/Pdt.G/2020/PA.JP 
Kondisi. 
Surat Penunjukkan Panitera  tertanggal 14 Pebruari 2020 pada tugas 
pertama Panitera tertulis ....... serta membuat berita acara persidangan; 

Kriteria. 
Dalam tugas pertama  tersebut ditulis.......... serta membuat berita 
acara sidang; 

Sebab. 
Panitera kurang cermat dalam membuat surat penunjukkan Panitera; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan petunjukka buku II semula 
Berita Acara Persidangan (BAP) dan sekarang diganti dengan Berita 
Acara Sidang (BAS);  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan buku II; 

14. Kondisi. 
BAS tanggal 8 Juni 2020 halaman 2 alinea 5 tertulis......... dibacakan 
gugatan Penggugat tertanggal 22 Juni 2020 ...., dan Nomor 
286/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 22 Juni 2020; 

Kriteria. 
BAS tersebut seharusnya tertulis ......... dibacakan gugatan Penggugat 
tertanggal 14 Pebruari 2020... dan tanggal 14 Pebruari 2020; 

Sebab. 
Ketua Majelis dan panitara pengganti kurang cermat dalam membuat 
berita acara sidang; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada, sebab tidak sesuai dengan kenyatakan 
sebenarnya;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan; 
 
 

15. Kondisi. 
Surat bukti P.1 dan P.2 Ketua Majelis belum ada membubuhkan tulisan 
sesuai dengan aslinya dan pemberian tanggal; 

Kriteria. 
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Seharusnya dalam bukti tersebut Ketua Majelis membubuhkan tulisan 
sesuai dengan aslinya dan tanggal; 

Sebab. 
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti  kurang cermat dalam 
melaksanakan tugasnya; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  

Rekomendasi. 
Ketua majelis supaya membubuhkan tulisan sesuai dengan aslinya dan 
tanggal pada bukti surat tersebut; 

16. Kondisi. 

BAS halaman 13 alinea kedua dari bawah tertulis.... berita acara 
persidangan; 

Kriteria. 
Seharusnya BAS ditulis....berita acara sidang; 

Sebab. 
Ketua majelis dan Panitera pengganti kurang cermat dalam membuat 
dan menyusun BAS; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada (buku II)  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan buku II; 

17. OBRIK  NOMOR 292/Pdt.G/2020/PA.JP 
Kondisi. 
Surat Penunjukkan Panitera  tertanggal 17 Pebruari 2020 pada tugas 
pertama Panitera tertulis ....... serta membuat berita acara persidangan; 

Kriteria. 
Dalam tugas pertama  tersebut ditulis.......... serta membuat berita 
acara sidang; 

Sebab. 
Panitera kurang cermat dalam membuat surat penunjukkan Panitera; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan petunjukka buku II semula 
Berita Acara Persidangan (BAP) dan sekarang diganti dengan Berita 
Acara Sidang (BAS);  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan buku II; 

18. Kondisi. 
BAS tanggal 23 Juni 2020 tertulis susunan majelis ..... 1. Drs. Khairil 
Jamal; Drs. Wawan Iskandar; 3. Drs. Jajat Sudrajat, S.H ., M.H.; 

Kriteria. 
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Seharusnya susunan majeliusnya : 1.  Drs. Khairil Jamal; Dr. Tamah, 
S.H., M.H.; 3. Drs. Jajat Sudrajat, S.H ., M.H. 

Sebab. 
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti kurang cermat dalam membuat 
dan menyusun BAS; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada (tidak sesuai PMH);  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan; 

19. Kondisi. 
BAS halaman 10 pada jawaban saksi terakhir .....bertempat tinggal di 
bertempat tinggal di rumah Penggugat...; 

Kriteria. 
Seharusnya di tulis.... bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan 
Cempaka Putih Barat ....; 

Sebab. 
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti  kurang cermat dalam membuat 
dan menyusun BAS; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan; 

20. OBRIK  NOMOR 132/Pdt.G/2020/PA.JP 
Kondisi. 
Surat Penunjukkan Panitera  tertanggal 17 Januari 2020 pada tugas 
pertama Panitera tertulis ....... serta membuat berita acara persidangan; 

Kriteria. 
Dalam tugas pertama  tersebut ditulis.......... serta membuat berita 
acara sidang; 

Sebab. 
Panitera kurang cermat dalam membuat surat penunjukkan Panitera; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan petunjukka buku II semula 
Berita Acara Persidangan (BAP) dan sekarang diganti dengan Berita 
Acara Sidang (BAS);  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan buku II; 

22. Kondisi. 
PHS ada kalimat yang di coret/dibetulkan tanpa mengindahkan 
ketentuan renvoi; 

Kriteria. 
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Kalimat yang di coret/diganti haruslah sesuai dengan ketentuan renvoi, 
dimana kalimat pembetulannya di letakkan sebelah kiri sesuai dengan 
UU Jabatan Notaris; 

Sebab. 
Ketua majelis kurang cermat dan kurang memahami ketentuan renvoi; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai UU Jabatan Notaris; 

23. Kondisi. 
Relas panggilan kepada Pemohon tertanggal 29 Januari 2020 dalam 
berkas minutasi  berbentuk foto copy tanpa ada aslinya; 

Kriteria. 
Berkas yang di minutasi (pengaslian) semua berbentuk asli, kecuali 
bukti tertulis; 

Sebab. 
Ketua majelis dan panitera pengganti kurang cermat dalam menyusun 
berkas minutasi; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut segera dibetulkan dengan memasukkan 
asli relas panggilan; 

24. Kondisi. 
BAS halaman 2 Pemohon mengajukan replik sesuai dengan 
permohonan talaknya, dan Termohon mengajukan duplik sesuai 
dengan jawaban Termohon; 

Kriteria. 
Acara penyampaian replik diperlukan jika ada jawaban yang perlu 
dijawab oleh Pemohon dalam replik, begitu juga penyampaian duplik 
diperlukan jika ada hal baru dalam replik yang harus dijawab oleh 
Termohon dalam duplik. Ternyata dalam jawaban Termohon tidak ada 
hal-hal baru yang perlu ditanggapi oleh Pemohon dalam replik; 

Sebab. 
Ketua majelis dan panitera pengganti kurang cermat dalam membuat  
dan menysusun BAS; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  
 
Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut tidak diulangi kembali; 

25. Kondisi. 
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Relas panggilan Pemohon untuk sidang tanggal 09 Juni 2020 
berbentuk foto copy tanpa ada aslinya; 

Kriteria. 
Dalam berkas yang telah diminutasi haruslah berbentuk asli, kecuali 
bukti surat; 

Sebab. 
Ketua majelis dan Panitera pengganti kurang cermat dalam membuat 
dan menyusun berkas minutasi; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan dengan memasukkan asli relas 
panggilan; 

26. Kondisi. 
BAS halaman 48 tertulis.....Setelah itu Ketua Majelis menyatakan  
Termohon tidak dapat diminta penjelasannya mengenai alat bukti yang 
diajukan Pemohon...; 

Kriteria. 
Termohon hadir dimuka sidang tanggal 9 Juni 2020 sehingga tidak 
logis Termohon tidak dapat diminta penjelasannya mengenai alat bukti 
Pemohon; 

Sebab. 
Ketua majelis dan panitera pengganti kurang cermat dalam membuat 
dan menyusun BAS; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan; 

27. Kondisi. 
Putusan halaman 7 alinea pertama tertulis... ketentuan Pasal 130 HIR; 

Kriteria. 
Dasarnya seharusmnya Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebab 
sengketa perceraian yang bersifat khusus sesuai asas Lex Specialis 
Derogat Legi Generalis; 

Sebab. 
Majelis kurang cermat dalam membuat dan menyusun putusan; 

Akibat. 
Putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;  
 
Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut tidak di ulangi kembali; 

28. OBRIK NOMOR 144/Pdt.G/2020/PA.JP 
Kondisi. 
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Surat Penunjukkan Jurusita diletakkan sebelum Surat Penunjukkan 
Panitera; 

Kriteria. 
Sesuai buku II minutasi bersifat kronologis sehingga semestinya 
Penunjukkan Panitera diletakkan lebih dahulu daripada Penunjukkan 
Jurusita; 

Sebab. 
Ketua majelis dan Panitera pengganti  kurang cermat dalam membuat 
dan menyusun BAS; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan petunjuk buku II;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan buku II; 

29. Kondisi. 
Relas panggilan Tergugat untuk sidang hari Senin tanggal 27 Juanuari 
2020 yang dilakukan oleh Jurusita pada hari Rabu tanggal 22 Januari 
2020; 

Kriteria. 
Tenggat waktu pemanggilan dengan hari sidang tidak sesuai dengan 
PHS sebab kurang 3 hari kerja; 

Sebab. 
Jurusita kurang cermat dalam melakukan pemanggilan; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada dan panggilan tiudak patut;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut tidak boleh di ulangi kembali dan PHS nya 
harus dibetulkan sesuai Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975; 

30. Kondisi. 
Replik tertulis Penggugat dan duplik Tergugat belum di renvoi; 

Kriteria. 
Seharusnya replik tertulis dan duplik tertulis tersebut direnvoi sesuai 
dengan ketentuan; 

Sebab. 
Ketua Majelis dan Panitera pengganti kurang cermat dalam membuat 
dan menyusun BAS; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  
 
Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan; 

31. Kondisi. 
Bukti surat (P.1) diletakkan di depan keterangan penyerahan bukti P.1; 
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Kriteria. 
Dalam minutasi mestinya keterangan penyerahan bukti diletakkan lebih 
dahulu kemudian bukti suratnya dilampirkan berikutnya; 

Sebab. 
Ketua majelis dan Panitera penganti  kurang cermat dalam membuat 
dxan menyusun minutasi; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan buku II; 

32. Kondisi. 
Putusan halaman 5 alinea terakhir tertulis....Pasal 130 HIR tanpa 
mengutib Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989; 

Kriteria. 
Seharusnya yang dikutib Pasal 82 UU No, 7 Tahun 1989 dan bukan 
Pasal 130 HIR sebab sengketa perceraian yang bersifat khusus; 

Sebab. 
Majelis kurang cermat dalam membuat dan menyususn putusan; 

Akibat. 
Putusan kurang tepat dan sempurna;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut tidak terulang kembali; 

33. OBRIK NOMOR 268/Pdt.G/2020/PA.JP. 
Kondisi. 
Surat Penunjukkan Jurusita diletakkan sebelum Surat Penunjukkan 
Panitera; 

Kriteria. 
Sesuai buku II minutasi bersifat kronologis sehingga semestinya 
Penunjukkan Panitera diletakkan lebih dahulu daripada Penunjukkan 
Jurusita; 

Sebab. 
Ketua majelis dan Panitera pengganti  kurang cermat dalam membuat 
dan menyusun BAS; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan petunjuk buku II;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan buku II; 
 

34. Kondisi. 
Surat Penunjukkan Panitera  tertanggal 13 Pebruari 2020 pada tugas 
pertama Panitera tertulis ....... serta membuat berita acara persidangan; 

Kriteria. 
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Dalam tugas pertama  tersebut ditulis.......... serta membuat berita 
acara sidang; 

Sebab. 
Panitera kurang cermat dalam membuat surat penunjukkan Panitera; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan petunjukka buku II semula 
Berita Acara Persidangan (BAP) dan sekarang diganti dengan Berita 
Acara Sidang (BAS);  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan buku II; 
 

35. Kondisi. 
Relas panggilan Pemohon tertanggal 17 Pebruari 2020 untuk sidang 
hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020; 

Kriteria. 
Pemanggilan tersebut tidak sesuai dengan PHS yang tenggat 
waktunya 3 hari kerja sebelum sidang (hanya 2 hari); 

Sebab. 
Ketua majelis kurang cermat dalam membuat PHS, dan Jurusita juga 
kurang cermat dalam melaksanakan pemanggilan; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan supaya 
dibetulkan sesuai ketentuan Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975; 

36. Kondisi. 
Relas panggilan Termohon tertanggal 17 Pebruari 2020 untuk sidang 
hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020; 

Kriteria. 
Pemanggilan tersebut tidak sesuai dengan PHS yang tenggat 
waktunya 3 hari kerja sebelum sidang (hanya 2 hari); 

Sebab. 
Ketua majelis kurang cermat dalam membuat PHS, dan Jurusita juga 
kurang cermat dalam melaksanakan pemanggilan; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  
 
 
Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan supaya 
dibetulkan sesuai ketentuan Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975; 

37. Kondisi. 
Jawaban tertulis Termohon tidak di renvoi (Z.Croos); 
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Kriteria. 
Seharusnya jawaban tertulis Termohon tersebut di renvoi (Z.Croos); 

Sebab. 
Ketua majelis dan panitera pengganti kurang cermat dalam membuat 
dan menysusun BAS; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan supaya 
dibetulkan sesuai ketentuan; 

38. Kondisi. 
Replik tertulis Pemohon tidak di renvoi (Z.Croos); 

Kriteria. 
Seharusnya replik tertulis Termohon tersebut di renvoi (Z.Croos); 

Sebab. 
Ketua majelis dan panitera pengganti kurang cermat dalam membuat 
dan menysusun BAS; 

Akibat. 
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai 
dengan ketentuan yang ada;  

Rekomendasi. 
Supaya kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan supaya 
dibetulkan sesuai ketentuan; 
 

D BIDANG ADMINISTRASI UMUM  

1. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

1.1. Pengukuran Kinerja 

Kondisi:  

Pengukuran kinerja triwulan I sudah  dibuat, sehingga tidak ada 

temuan yang ditindaklanjuti, sudah sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. 

1.2. Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Dokumen SAKIP oleh 
PTA DKI Jakarta 
Kondisi:  
Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 telah ditindaklanjuti, sesuai 
dengan : 
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
- Keputusan Menteri PAN nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang 

Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah; 
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- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 
20A/SEK/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung 
RI dan Badan Peradilan dibawahnya; 

1.3. Teknologi Informasi (TI) 
Kondisi: 
Data website telah update secara keseluruhan, sebagaimana 
Peraturan sebagai berikut : 
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Inforrmasi Publik; 
- Matriks Penilaian Website dari Badilag; 

2. Sub Bagian Umum Dan Keuangan 

2.1.  Sertifikat Tanah 

Kondisi:  

Sertifikat tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah a.n. 
Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI berdasarkan fotocopy 
yang ada dan sudah dicek di badan pertanahan nasional. Namun 
untuk keberadaan sertifikat tanah aslinya belum diketahui 
disimpan dimana, sedangkan untuk pengadaan tanah ini 
menggunakan anggaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
 
Kriteria: 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penggunaan Barang Milik Negara. 
 
Sebab: 
Belum optimalnya monitoring/pengawasan terhadap pengelolaan 
sertifikat tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat.  
 
Akibatnya: 
Belum diketemukannya sertifikat tanah Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat yang asli.  
 
Rekomendasi: 
Segera ditindaklanjuti untuk mengetahui keberadaan sertifikat 
tanah dimaksud, karena sertifikat tanah yang asli harus ada dan 
disimpan pada kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat.  
 

2.2. Penghapusan Penggunaan BMN 
Kondisi: 
Masih terdapat barang Inventaris berupa motor Honda Supra 
Tahun 2001 dalam kondisi rusak berat, yang pernah di ajukan 
penghapusan tapi gagal lelang dalam penjualan tidak ada 
penawaran sampai dengan selesai lelang. 
 
Kriteria: 
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan 
dan Penghapusan Barang Milik Negara. BMN tidak dapat 
digunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipindahtangankan 
wajib dihapuskan. 
 
Sebab: 
Tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan 
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 
Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna 
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang 
yang berada dalam penguasaannya. 
 
Akibat: 
Masih terdapat barang yang rusak berat yang belum dihapuskan, 
yaitu motor Honda 1 (satu) unit, Honda Supra Tahun 2001. 
 
Rekomendasi: 
Mengajukan kembali usul pemusnahan dan penghapusan Barang 
Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada 
Pengelola Barang. 
 

2.3. Penetapan Status Penggunaan BMN 
Kondisi:  
Masih terdapat barang inventaris yang belum diajukan penetapan 
status penggunanya yang perolehannya sudah lebih dari 6 Bulan. 
Penetapan status barang terakhir Tahun 2015. 
Kriteria: 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan        Penggunaan  Barang  Milik  Negara.  
Pasal  10  berbunyi  sebagai  berikut: 
(1). Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan 

secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola 
Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh. 

Sebab: 
Masih dalam tahap menginventarisir dokumen. 
 
Akibat: 
Barang yang masa perolehannya lebih dari 6 bulan belum ada 
penetapan status penggunaan. 
Rekomendasi: 
Segera melakukan permohonan penetapan status penggunaan 
BMN; 
 
 

2.5.   Pengarsipan Berkas Umum 
Kondisi:  
Kondisi ruang arsip kesekretariatan di lantai 1 (satu) tidak tertata 
dengan rapih. 
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Kriteria: 
Peraturan Arsip Nasional RI Nomor  Tahun 2019 Tentang 
Pengawasan Keasipan. 
 
Sebab: 
Kurangnya lemari arsip yang memadai. 
 
Akibatnya: 
Berkas tidak tertata dengan rapih dan susah dalam pencarian 
kembali arsip tersebut apabila diperlukan; 
 
Rekomendasi: 
Agar disediakan lemari arsip yang memadai, sehingga dapat 
menampung arsip yang ada dan memudahkan dalam pencarian 
berkas; 
 

2.6.    Perlengkapan Kantor 
            Kondisi:  

Adanya jam dinding di ruang rapat pimpinan yang tidak berfungsi 
dengan baik dan kamar mandi pegawai tidak disediakan tissue. 
 
Kriteria: 
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor  31 Tahun 2013 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja. 

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi RI Nomor  48  Tahun 2014 Tentang 
Standar Sarana dan Prasarana Kantor. 

 
Sebab: 
Kurangnya control bagian umum terhadap prasarana kantor. 
 
Akibatnya: 
Ada prasarana kantor yang tidak terdeteksi kelengkapannya 
seperti baterai jam dinding dan tissue. 
 
Rekomendasi: 
Agar lebih diperhatikan prasarana kantor demi menunjang 
kenyamanan dalam bekerja; 
 

2.7. Fasiltas  Umum 
- Kamar Mandi 

Kondisi 
Kamar mandi di basement, pintu tidak berfungsi dengan baik; 
 
 
Kriteria : 
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2012 Tentang 
Mekanisme rujukan kefasilitas layanan; 
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Sebab : 
Kurangnya kontrol pengawasan terhadap fasilitas umum oleh 
Bagian Umum;  
 
Akibatnya : 
Tidak terdekteksi kerusakan pintu kamar mandi tersebut; 
 
Rekomendasi : 
Agar selalu diawasi fasilitas umum tersebut, termasuk kebersihannya. 
 

-     Ruang Mediasi 
Kondisi:  
Motif wall paper di ruang mediasi terlalu ramai. 
  
Kriteria :  
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2012 Tentang 
Mekanisme rujukan kefasilitas layanan; 
 
Sebab : 
Corak wallpaper  yang terlalu rame. 
  
Akibatnya : 
membuat mediator dan para pihak tidak nyaman berada di 
ruangan tersebut. 
 
Rekomendasi : 
Agar wallpapaer tersebut diganti dengan gambar yang 
menyejukan dan tidak terlalu ramai; 
 

- Ruang Bermain anak 
Kondisi:  
Kondisi ruang bermain anak sudah bagus, karena sarana 
bermain anak sudah tersedia sesuai dengan peruntukannya, 
berupa buku-buku bacaan dan mainan anak, namun kacanya 
masih tertutup sehingga tidak terlihat dari luar. 
 
Kriteria :  
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak; 
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1997 

Tentang Prasarana Lingkungan, Fasiltas Umum dan Fasilitas 
Sosial. 

-  
Sebab : 
Menurut keterangan Kasubbag Umum dan Keuangan, semula 
ruang tersebut adalah ruang mediasi, namun sejak bulan Mei 
2020 digunakan untuk ruang anak dan ibu menyusui. 
Akibatnya : 
- Para pihak  tidak mengetahui bahwa ruang itu tempat 

permainan anak, karena tidak terlihat secara jelas, walaupun 
ada petunjuk tempat bermain, namun tulisannya terlalu kecil. 
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- Sulitnya pengawasan orang tua kepada anaknya yang 
bermain di ruang anak tersebut. 
 

Rekomendasi : 
Agar ruang bermain anak tersebut sebaiknya kaca bening 
terlihat dari luar, sehingga orang tua dapat dengan mudah 
mengawasi anaknya yang sedang bermain dan dinding didesain 
motif seperti di taman kanak-kanak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laporan Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Pusat - 2020 33 

 

BAB III 

PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian hasil temuan pemeriksaan tersebut diatas dapat di 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah 

melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai ketentuan yang 

berlaku baik dalam Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, 

Bidang Administrasi Perkara, Bidang Administrasi Persidangan, namun 

ada beberapa komponen dalam bidang-bidang tersebut untuk di perbaiki 

sebagaimana dalam hasil temuan pemeriksaan ini. 

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Administrasi Umum yang meliputi, 

Kepegawaian, Keuangan Umum, Ortala, Perencanaan, Teknologi 

Informasi, Pelaporan dan Umum sudah berjalan dengan baik sesuai 

ketentuan yang berlaku, perlu ada pembenahan tidak lanjut sebagaimana 

hasil temuan pemeriksaan ini. 

B. REKOMENDASI 

1.  Menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan sebagaimana di uraikan diasa. 

2. Meningkatkan pembinaan secara intensif dan terencana kepada seluruh 

jajaran pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat khususnya para hakim dalam 

penerapan Hukum Acara dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada 

umumnya. 

3. Melaporkan hasil tindak lanjut dan temuan-temuan tersebut kepada Ketua 

Pengadilan Agama DKI Jakarta. 

C. PENUTUP  

Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 25 s/d 26 Juni 2020, yang 

dapat kami susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, 

khususnya bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
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Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat, untuk menjadi maklum 

dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. 

                                                                       Jakarta, 26  Juni  2020 

Tim  Pemeriksa PTA DKI Jakarta: 

No Nama Jabatan NIP TTD 

1 Drs. H. Muri., S.H.,M.M. 
 

Hakim Tinggi 19560131 198403 1 001 
ttd 

2 Sulhan, S.H.,M.Hum. 
 

Hakim Tinggi 19600608 198703 1 007 
ttd 

3 Timur Abimanyu.,S.H.,M.H Panitera Pengganti 19600802 198703 1 001 
ttd 

4 Drs. H. Rafiuddin, M.H. Panitera Pengganti 19620801 198303 1 003 
ttd 

5 Hj. Halwan Nazah, 
S.E,S.H.,M.M. 
 

Panitera Pengganti 19651122 198603 2 001 
ttd 
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Lampiran-lampiran 
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GEDUNG PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 

 

 

 
KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA  

JAKARTA PUSAT 

 
 

AKSES MASUK PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 
MENGGUNAKAN ID CARD 
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STERILASI PENANGAN COVID 19 PENGADILAN AGAMA  

JAKARTA PUSAT 

 
 

RUANG SIDANG PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 
BERKAS PERKARA  SUDAH SISTIM ELEKTRONIK 

 
 

RUANG MEDIA CENTER PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA PUSAT 
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RUANG MEDIA CENTER PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA PUSAT 

 
 

BUKU FAKTA INTEGRITAS DAN REVIU PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA PUSAT 

 
 

 
RUANG BERMAIN ANAK  
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RUANG MENYUSUI ANAK PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 

 
 

RUANG MEDIA CENTER PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA PUSAT 

 
 

 PELAYAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA PUSAT 
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RUANG TAMU ATAU PERTEMUAN PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA PUSAT 

 
 

 
 MUSOLAH PENGADILAN AGAMA MASA PADEMI COVID 19 

JAKARTA PUSAT 

 


